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WALI KOTA BATU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Surat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Juli 2024 Nomor:

OOO.7.2 / 14.670 / 201.2 I 2024 tentang Rekomendasi Hasil
Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Batu
Tahun 2024, per\t menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Perubahan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Kota
Batu Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
lndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentang
Pembentukan Kota Batu (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 91, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagAimerla telal beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentantg Cipta Keq'a

menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tanlrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2OO6 tentang
Tata- Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO6 Nomor 97, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata. Cara Penl'usunan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8r7);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata. Ruang Wilayah Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentanrg Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 terrtang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O rcnrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, ?ata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 14471;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talrrun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
178r);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahurr 2O2l Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63O);

2O. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25;

Halaman3dari6hlm...



21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2O2l
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2Ol9-2O24;

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
20 Tahun 2024 terrtang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2O23 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun2024;

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2Ol2
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Batu Tahun 2AO5-2O25;

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun
2022 ter:rtang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun
2022-2042;

26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 26 Tahun 2O22
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu
Talrun 2O23-2O26;

ilEIIITUSXAIT:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
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Menetapkan : PERATURAI{ YALI KCIIA TEITTAI{G PERITBAI{AN
REICCAITA XER.IA PEMERtrTTAII DAERAH KOTA BATU
TAIII'I{ 2024.

Pasal 1



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Keg'a Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen
perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanzran program dan kegiatan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan
penyusun€rn Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Pl,afon Anggaran Sementara untuk
menJrusun Perubahan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sr-rta
menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2O24 sr-bagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun karena adanya perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD, keadaan yang menyebabkan saldo uurggaran

lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2O24 sebagatrnana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. rancErng€rn kerangka ekonomi dan keuangan

Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan

Perangkat Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Daerah.
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Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Kota Batu Tahun 2A24 .srbagair;;ata
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan
berdasarkan sistematika sebagai berikut:
a. BABI PENDAHULUAN;
b. BABII EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN

TRIWULAN KEDUA TAHUN 2024;
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH;
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2O24; dan

f. BAEIVI PENUTUP.
(2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024 sr-basaimarra

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan WaIi Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanegal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wdi Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetaokan di Batu
paaaiangsal tA Juli

Pj. vALr KOrA BATU,

r) f

2024

AGUI{G PIISWAI
Diundangkan di Batu
pada tanggal t> lUli 2024

DAERAH KCTTA BATU,

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN ZOZ+ llOrvrOn lr/f

s
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